KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel
Jabatan . Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, uli 2025
Pihak Kedua Pihak |Pertama

Didyk Choiroel Anggoyo Putro
NIP. 19710416 199201 1 001 NIP. 19830903 200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya layanan dukungan manajemen

1 [Tingkat layanan dukungan manajemen

S Layanan

KEGIATAN

1

2

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Selatan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Timur

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara

Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

SKRETARIS JENDERA

DIDYK CHOIROEL

PAGU APBN

Rp 1.254.564.000
Rp 554.464.000
Rp 453.314.000
Rp 712.250.000
Rp 987.672.000
Rp 3.962.264.000

Jakarta, 1 Juli 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYE

PERMUKIMAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN

IMANTAN II

ANGGORO PUTRO




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sagksi.

Jakarta, 17 Npvember 2025

Pihak Kedua g Pihak Bertama

Didyk Choiroel Anggoro\Putro
NIP. 19710416 199201 1 001 NIP. 19830905 2Q0812 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Meningkatnya layanan dukungan manajemen 1 |Tingkat layanan dukungan manajemen 5 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
1 Permukiman Kalimantan II Rp 1.968.517.000
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
2 Kalimantan Selatan Rp 554.464.000
3 Per};lmahan d?n Kawasan Permukiman Provinsi Rp 453.314.000
Kalimantan Timur
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
4 Kalimantan Utara Rp 788.090.000
5  Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara Rp 1.124.712.000
Rp 4.289.097.000

SKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PE.

Jakarta, 17 November 2025

PERMUKI KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

DIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2025
Pihak Kedu N Pihak| Pertama

Didyk Choiroel Anggoxo Putro
NIP. 19710416 199201 1 001 NIP. 19830905\200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Meningkatnya layanan dukungan manajemen 1 |Tingkat layanan dukungan manajemen 5 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
1 Permukiman Kalimantan II Rp 1.470.197.000
o Pergmahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 647.904.000
Kalimantan Selatan
3 Perpmahan dtan Kawasan Permukiman Provinsi o 591.394.000
Kalimantan Timur
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
4 Kalimantan Utara Rp 788.090.000
5  Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara Rp 1.124.712.000
Rp 4.622.297.000

SKRETARIS DERAL

DIDYK CHOIROEL

Jakarta, 30 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN IMANTAN II

ANGGORS PUTRO




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 istus 2025
Pihak/Pertama

Anggaro Putro
NIP. 19670419 199403 1 003 NIP. 1983090% 200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Tziiien?ﬁinyiflzm aﬁ::rp:iﬁgszfg:ian’ Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
1 |P ot » PENgangs » pema Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan
evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak

huni

dan Akuntabilitas Kinerja

Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan

1 Rekomendasi Kebijakan /

Kawasan Permukiman 1 Laporan
. . . Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
2 Meningkatnya ket'ersed1aan rumah layak huni di Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan 4 Laporan
kawasan permukiman
Penanganan Kumuh
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 86 Unit
Meningkatnya perencanaan, fasilitasi Penylapan lahan Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan .
3 |dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan : 230 Unit
. Permukiman
permukiman
KEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
1 Permukiman Kalimantan Il Rp Rl a
9 Perx}mahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 0.427.246.000
Kalimantan Selatan
3 Pergmahan dgn Kawasan Permukiman Provinsi Rp 9.125.845.000
Kalimantan Timur
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara Rp 4.529.000
Rp 5.022.746.000
Jakarta, 30 stus 2025
DIREKTUR JENDERAL ASAN PERMUKIMAN KEPALA BALAI PELAKSANA PE DIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

ANGGORQ, PUTRO

KALIMANTAN I1




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur
Jabatan . Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 30 D¢sember 2025
Pihak Pertama

Anggoko Putro
NIP. 19670419 199403 1 003 NIP. 19830905200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
;‘:;'zii;gi?;n};r:xg:;;ﬁrg:i‘;i?;fg:igian’ Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
1 evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan

huni

dan Akuntabilitas Kinerja

Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan
Kawasan Permukiman

1 Rekomendasi Kebijakan / 1

Laporan
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Jumlah Laporan Pemantaqan, Evaluasi dan Pelaporan
2 e . Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan 4 Laporan
wasan permukiman
Penanganan Kumuh
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 84 Unit
Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan .
3 |dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan . 426 Unit
. Permukiman
permukiman
4 Memngkgtnya luasan permukiman kumuh yang Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh 0,1 Hektar
ditangani secara terpadu

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II

o Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Selatan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

3 . .
Kalimantan Timur

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
4 X
Kalimantan Utara

DIREKTUR JENDE WASAN PERMUKIMAN

PAGU APBN
Rp 465.126.000
Rp 2.432.516.000
Rp 2.088.985.000
Rp 1.058.132.000
Rp 6.044.759.000

Jakarta, 30 Dgsember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

ANGGORY PUTRO

KALIMANTAN II




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025
Pih dua Pihak|Pertama

Imran Anggoyro Putro
NIP. 19731026 199302 1 001 NIP. 1983090500812 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan,
pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1 ; 3 Laporan
evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
perdesaan
Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan { Kegiutan
perdesaan
KEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
. Permukiman Kalimantan II Rp 476.162.000
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
’ Kalimantan Selatan Rp 87.725.000
3 Per}lmahan df'm Kawasan Permukiman Provinsi Rp 119.113.000
Kalimantan Timur
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
o Kalimantan Utara Rp 140.171.000
Rp 823.171.000

DIREKTUR JEND UMAHAN PERDESAAN

IMRAN

Jakarta, 1 stus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PE DIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKI KALIMANTAN II

ANGGORQ PUTRO




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 @ktober 2025
Pih dua Pihak Pertama

Imran Anggory Putro
NIP. 19731026 199302 1 001 NIP. 19830905 R00812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan,
pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1 . 3 Laporan
evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
perdesaan
Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan 1 Kegiatan
perdesaan
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2 |peningkatan kualitas pembangunan perumahan di Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 3 Laporan
wilayah perdesaan Perdesaan
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan 339 Unit

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

< Kalimantan Selatan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
3 : g

Kalimantan Timur
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Kalimantan Utara

DIREKTUR JENDER Iili RUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

PAGU APBN
Rp 626.466.000
Rp 895.036.000
Rp 7.106.155.000
Rp 140.171.000
Rp 8.767.828.000

Jakarta, 3@ ORtober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KALIMANTAN II




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2025
Pih dua Pihak Pertama

Imran Anggorp Putro
NIP. 19731026 199302 1 001 NIP. 1983090500812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan,
pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1 ; 1 3 Laporan
evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
perdesaan
o Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan 1 Kegiatan
perdesaan
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2 |peningkatan kualitas pembangunan perumahan di 1 |Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 3 Laporan
wilayah perdesaan Perdesaan
2 |Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan 339 Unit
KEGIATAN PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Rp 626.466.000

Permukiman Kalimantan II

5 Per}lmahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 912.870.000
Kalimantan Selatan

3 Perw_umahan d?.n Kawasan Permukiman Provinsi Rp 7.106.155.000
Kalimantan Timur
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 140.171.000

Kalimantan Utara
Rp 8.785.662.000

DIREKTUR JENDE RUMAHAN PERDESAAN

IMRAN




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Anggoro Putro

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Haryati
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3(] Agustus 2025
Pihak Kedua Pihak\Pertama

S ryati Anggoro Putro
NIP. 19710707 199703 2 004 NIP. 1983090§ 200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I1
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan,
Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan
Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan

Kebijakan, strategi dan program prioritas

1 Rekomendasi Kebijakan

penyelenggaraan perumahan perkotaan / 1 Laporan
Perkotaan

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 5 Laporan

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan P

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni

9 Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan 1 Rekomendasi Kebijakan
di Perkotaan perkotaan / 1 Laporan
Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) 1200 Unit
Perumahan Perkotaan

Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan
Perkotaan

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui

3 |Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas 1 Rekomendasi Kebijakan
. perumeahan perkotaan / 1 Laporan
Wilayah Perkotaan
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan 334 Unit

KEGIATAN

1

2

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan 1I

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Selatan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Timur

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara

Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

DIREKTUR JENDE PERU PERKOTAAN

RI YATI

PAGU APBN
Rp 320.211.000
Rp 2.150.008.000
Rp 36.989.985.000
Rp 535.069.000
Rp 1.610.871.614,000
Rp 1.650.866.887.000,00

Jakarta, 30, stus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PE
PERMUKI

ANGGORO PUTRO

DIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
KALIMANTAN II




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Anggoro Putro ;
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II '
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Haryati
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Dktober 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama

Hafyati Anggorg Putro
NIP. 19710 199703 2 004 NIP. 19830905 200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan,
1 Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan
Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan

Kebijakan, strategi dan program prioritas

1 Rekomendasi Kebijakan

penyelenggaraan perumahan perkotaan / 1 Laporan
Perkotaan

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 5 Laporan

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan P

2 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni
di Perkotaan

Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan

1 Rekomendasi Kebijakan

perkotaan / 1 Laporan
Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN)
Perumahan Perkotaan 1200 Unit

Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan
Perkotaan

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui
3 |Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di
Wilayah Perkotaan

Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas
perumahan perkotaan

1 Rekomendasi Kebijakan
/ 1 Laporan

Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan

329 Unit

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

2 .
Kalimantan Selatan

3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Timur

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
4 ; -
Kalimantan Utara

5  Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

s

PAGU APBN
Rp 1.291.222.000
Rp 2.150.008.000
Rp 31.661.076.000
Rp 535.069.000
Rp 1.610.871.614.000
Rp 1.646,508.989.000,00

Jakarta, ober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PE
PERMUKI

ANGGORO PUTRO

DIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
KALIMANTAN It




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Haryati
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2025
Pihak Kedua Pihak|Pertama

S ati Anggorg Putro
NIP. 197 199703 2 004 NIP. 19830905 200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN 11
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan,
Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan
Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan

Kebijakan, strategi dan program prioritas

1 Rekomendasi Kebijakan

penyelenggaraan perumahan perkotaan / 1 Laporan
Perkotaan
Jumiah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 5 Laporan
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan bo
2 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan 1 Rekomendasi Kebijakan
di Perkotaan perkotaan / 1 Laporan
Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) 1200 Unit
Perumahan Perkotaan
Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan )
Perkotaan
Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI R
Perumahan Perkotaan
Mer{mgkatnya Per.lyedlaan Rumah Layak Huni melfﬂm Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas 1 Rekomendasi Kebijakan
3 |Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di erumahan perkotaan / 1 Laporan
Wilayah Perkotaan P P P
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan 329 Unit
KEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
1 Permukiman Kalimantan 11 Rp RS ESEs 000
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
2 Kalimantan Selatan Rp 7.438.518.000
3 Per},lma.han dfin Kawasan Permukiman Provinsi Rp 31.661.076.000
Kalimantan Timur
4 Per}.\mahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 515.069.000
Kalimantan Utara
5 Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara Rp 1.610.871.614.000
Rp 1.651.777.499.000,00

DIREKTUR J EN'DER?(‘

PERKOTAAN

Jakarta, 3Q Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PE

ANGGORO PUTRO

DIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALTMANTAN II




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggoro Putro
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Azis Andriansyah
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Kedua Pihak P ma

Azi i Anggorq Putro
NRP. 77050672 NIP. 198309052008121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya dukungan kebijakan
keterbukaan publik penyelenggaraan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, 1 Rekomendasi
1 . i . 1 y
perumahan dan kawasan permukiman yang Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan
efektif dan akuntabel
Meningkatnya dukungan kebijakan
o pengendalian risiko dan pencegahan korupsi o Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan 1 Rekomendasi
penyelenggaraan perumahan dan kawasan Pencegahan Korupsi Kebijakan
permukiman
KEGIATAN PAGU APBN
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Rp 303.466.000,00

Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jakarta, 24 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN KEPALA BALAI PELAKSANA PE IAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PENGENDALIAN RISIK PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANDRIANSYAH ANGGORO PUTRO



